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PENETAPAN
Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Gsg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

antara:

Efendi Bin Abu Bakar, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di di Dusun | RT/RW
005/002 Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih

Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut Pemohon I;

Hayani Binti Senin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun | RT/RW
005/002 Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut Pemohon li;

Selanjutnya Pemohon | dan Pemohon Il disebut sebagai “Para Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08
Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih
Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Gsg pada tanggal 04 September 2023, dengan dalil-
dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 29 November 2010 Pemohon | dan Pemohon
Il telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran Islam di rumah orang
tua Pemohon | di Dusun | RT/RW 005/002 Kampung Fajar Bulan
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;

2. Bahwa pada pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Senin (Ayah
Kandung Pemohon 1) dan saksi nikahnya masing-masing bernama Mursid
dan Panglangan, maskawinnya berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar
tunai ;

3. Bahwa pada pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus Jejaka
dalam usia 25 tahun dan Pemohon Il berstatus Perawan dalam usia 19
tahun;

4. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan darah
dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan
untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi belum
dikaruniai keturunan;

6. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak
pernah ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut,
salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan antara
keduanya juga tidak pernah bercerai, dan Pemohon | tidak mempunyai
isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon Il) begitu juga
sebaliknya;

7. Bahwa sejak pernikahan sampai saat ini Pemohon | dan Pemohon II
tidak pernah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Gunung Sugih dan setelah Pemohon | dan Pemohon II
mengurusnya ternyata pernikahannya tidak tercatat pada register KUA
Kecamatan tersebut, oleh karenanya Pemohon | dan Pemohon I
mengajukan pengesahan nikah ini guna mendapatkan buku nikah resmi
dari KUA;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon | (EFENDI bin ABU
BAKAR dengan HAYANI binti SENIN, yang dilaksanakan pada tanggal 29
November 2010di Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengabh;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon | dan Pemohon Il;
SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dan
menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon | Nomor NIK
1802041611830003 tanggal 1.2.2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen di
Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan
aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Il Nomor NIK
1802046208890004 tanggal 9.3.2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen di
Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan
aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Belum Tercatat atas nama Pemohon |
dengan Pemohon II Nomor 398/KUA.08.02.04/PW.01/08/2023 tanggal 4
Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup
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dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa
ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi
kode P.3;

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang
telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara sendiri-sendiri,
adapun keterangan masing-masing saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gustam Bin Abu Bakar, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh
Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun | RTO05 RW002 Kampung Fajar
Bulan, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah
sebagai Kakak kandung Pemohon I;
----- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah
yang menikah di Dusun | RT/RW 005/002 Kampung Fajar Bulan
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah pada 29
November 2010;
---------- Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah Ayah kandung
Pemohon Il bernama Senin;
-- -Bahwa maskawinnya adalah berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar
tunai;

- Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah Mursid dan
Panglangan;

-- -Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus bujang dan Pemohon Il
berstatus gadis;

-Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan
tata cara agama Islam;

------- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada halangan untuk
menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan
sepersusuan;

-Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
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----------- Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah
bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para
Pemohon tersebut;

------- Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta
Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;

------ Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan
Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan Para Pemohon
sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

2. Ema Wati Binti Sainodin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun | RTO05 RWO002
Kampung Fajar Bulan, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung
Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut;

-- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah
sebagai Kakak Ipar Pemohon li;
----- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah
yang menikah di Dusun | RT/RW 005/002 Kampung Fajar Bulan
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah pada 29
November 2010;
---------- Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah Ayah kandung
Pemohon Il bernama Senin;
-Bahwa maharnya adalah berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar
tunai;

- Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah Mursid dan

Panglangan;

-- -Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus bujang dan Pemohon Il
berstatus gadis;

-Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan
tata cara agama Islam;

------- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada halangan untuk
menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan

sepersusuan;
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-Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
----------- Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah
bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para
Pemohon tersebut;

------- Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta
Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;

------ Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan
Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan Para Pemohon
sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di
persidangan, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada

pokoknya mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-
ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon

adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan
Permohonan Penetapan (ltsbat) Nikah atas pernikahan keduanya yang
dilaksanakan di di Dusun | RT/RW 005/002 Kampung Fajar Bulan Kecamatan
Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah pada 29 November 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Pasal 49 huruf a
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam,
Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk memeriksa dan mengadili
perkara ltsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di
persidangan berupa alat bukti tertulis dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim
akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi dari alat-alat bukti

yang diajukan di persidangan tersebut;
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Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon
tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah
bermeterai cukup, maka alat bukti surat tersebut harus dinyatakan sah secara

formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara materiil telah
memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik sebagai mana ketentuan
Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPerdata, maka alat bukti tersebut memiliki
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, Majelis

Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang dalam akta-akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, maka dapat
dinyatakan bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai sebagai mana isi surat
permohonannya, dan membuktikan bahwa Para Pemohon adalah penduduk
Kabupaten Lampung Tengah. Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7
ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa Para Pemohon
memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa keterangan tidak
tercatat dari KUA, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon |
dan Pemohon Il belum tercatat di buku register perkawinan Kantor Urusan
Agama setempat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah
memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut

harus dinyatakan formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan,
maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il (Para Pemohon)
yang dilaksanakan di Dusun | RT/RW 005/002 Kampung Fajar Bulan
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah pada 29 November
2010 tersebut telah terpenuhi rukun dan syaratnya sebagai mana ketentuan
syariat (hukum) Islam;
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- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah serta tidak
pernah ada yang mengganggugugat pernikahan tersebut, dan selama itu
pula Para Pemohon tidak pernah bercerai;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak pernah memiliki bukti

pernikahan yang sah berupa akta autentik (Buku Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Para Pemohon telah
memenuhi syarat dan rukun nikah dan telah sesuai syari'ah Islam, maka
pernikahan tersebut dapat dinyatakan "sah”, sebagai mana ketentuan Pasal 2
ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa,
"pernikahan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum
agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan
doktrin ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim,
yang berbunyi:

L ad Wl alslal 18] Jusyg

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e

Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Para Pemohon dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi, " Tiap-tiap
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku’.
Sedangkan Para Pemohon belum memiliki bukti pernikahan yang sah, maka
demi ketertiban dan kepastian hukum, sudah seharusnya dan sepatutnya
Pengadilan Agama menjatuhkan penetapan tentang sahnya perkawinan yang

dilakukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka
permohonan Para Pemohon harus dinyatakan telah beralasan hukum,
sehingga harus dikabulkan;
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Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan,
maka harus ditetapkan bahwa perkawinan di antara Pemohon | dan Pemohon I
yang dilaksanakan di Dusun | RT/RW 005/002 Kampung Fajar Bulan
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah pada 29 November
2010 adalah sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para

Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (EFENDI bin ABU
BAKAR) dengan Pemohon Il (HAYANI binti SENIN) yang dilaksanakan
pada tanggal 29 November 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten
Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Jum’at tanggal 22 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6
Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.l.
sebagai Ketua Majelis, Muhajir Anshori, S.H.l. dan Desi Ratnasari, S.Sy.
masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor
287/Pdt.P/2023/PA.Gsg tanggal 18 September 2023, penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum’at tanggal 22

Hal. 9 dari 10 hal., Penetapan No.287/Pdt.P/2023/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1445
Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota
dan dibantu oleh Erlia Aditia Setyaningrum, S.H. sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Muhajir Anshori, S.H.I. Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.l.
Hakim Anggota,

Desi Ratnasari, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. Proses Rp75.000,00
3. Panggilan Rp400.000,00
4. PNBP Panggilan  Rp20.000,00
4. Redaksi Rp10.000,00
5. Meterai Rp10.000,00
Jumlah Rp545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal., Penetapan No.287/Pdt.P/2023/PA.Gsg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 10
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